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Kesungguhan merupakan kekuatan yang mampu mengubah keterbatasan menjadi
peluang, hambatan menjadi pelajaran, dan proses yang panjang menjadi
pencapaian yang bermakna. Keberhasilan tidak selalu hadir melalui jalan yang
mudah ataupun hasil yang instan, melainkan melalui usaha yang dilakukan dengan

penuh komitmen, ketekunan, dan tanggung jawab.

Dalam setiap perjalanan, akan selalu ada tantangan, kegagalan, dan keraguan yang
mengiringi langkah. Namun, ketika seseorang tetap berpegang pada tujuan serta
menjalani setiap proses dengan sungguh-sungguh, maka setiap pengalaman akan
menjadi bagian dari pembelajaran yang memperkuat dirinya. Kesungguhan tidak

menjanjikan kemudahan, tetapi memberikan arah dan makna bagi setiap usaha

yang dilakukan.

Oleh karena itu, apa pun hasil yang diperoleh pada akhirnya merupakan buah dari
proses yang dijalani dengan sepenuh hati. Sebab keberhasilan sejati bukan hanya
tentang mencapai tujuan, melainkan tentang bagaimana seseorang bertumbuh,

belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik.
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ABSTRAK

BATASAN DALAM MENENTUKAN BADAN HUKUM SOSIAL SEBAGAI
PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PASAL 21 AYAT
(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Nur Hasan
Prodi llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Hak milik atas tanah dalam sistem hukum agraria nasional merupakan hak
yang paling kuat dan terpenuh, yang pada prinsipnya hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia secara perseorangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
21 ayat (1) UUPA. Namun demikian, Pasal 21 ayat (2) UUPA membuka
pengecualian dengan memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah untuk
menetapkan badan hukum tertentu, termasuk badan hukum sosial, sebagai
pemegang hak milik beserta syarat-syaratnya.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewenangan pemerintah
dalam menentukan badan hukum sosial sebagai pemegang hak milik atas tanah,
sekaligus menganalisis batasan yuridisnya ditinjau dari sistematika dan asas-asas
hukum agraria nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berlandaskan sumber
hukum primer berupa UUPA, PP Nomor 38 Tahun 1963, dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah berdasarkan
Pasal 21 ayat (2) UUPA bersifat atributif, terbatas, dan harus dijalankan dalam
koridor asas-asas hukum agraria. Batasan yuridis terbentuk secara kumulatif dari
tiga sumber normatif: Penjelasan Umum Il Angka 5 UUPA yang mensyaratkan
orientasi sosial/keagamaan dan non-profit; Pasal 49 ayat (1) UUPA yang
memberikan perlindungan bersyarat selama tanah digunakan untuk keperluan sosial
atau keagamaan; serta Pasal 4 PP No. 38 Tahun 1963 yang mensyaratkan
keterhubungan langsung antara penggunaan tanah dan kegiatan sosial.

Kata Kunci: Hak Milik atas Tanah, Badan Hukum Sosial, Batasan Yuridis
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ABSTRACT

LIMITATIONS IN DETERMINING SOCIAL LEGAL ENTITIES AS HOLDER OF
LAND OWNERSHIP RIGHTS BASED ON ARTICLE 21 PARAGRAPH (2) OF
LAW NUMBER 5 OF 1960 CONCERNING BASIC AGRARIAN PRINCIPLES

Nur Hasan
Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Gresik

Land ownership rights in the national agrarian law system are the strongest
and most comprehensive rights, which in principle can only be held by individual
Indonesian citizens, as stipulated in Article 21 paragraph (1) of the UUPA.
However, Article 21 paragraph (2) of the UUPA provides exceptions by granting
the government attributive authority to designate certain legal entities, including
social legal entities, as land ownership rights holders, along with the requirements.
This study aims to examine the regulation of government authority in
designating social legal entities as land ownership rights holders, while also
analyzing their legal limitations in light of the systematics and principles of
national agrarian law. The study uses a normative legal method with a statutory
and conceptual approach, based on primary legal sources in the form of the UUPA,
Government Regulation Number 38 of 1963, and related regulations.

The results of the study indicate that government authority under Article 21
paragraph (2) of the UUPA is attributive, limited, and must be exercised within the
principles of agrarian law. Legal boundaries are formed cumulatively from three
normative sources: General Explanation Il, Number 5 of the UUPA, which requires
a social/religious and non-profit orientation; Article 49 paragraph (1) of the UUPA,
which provides conditional protection as long as the land is used for social or
religious purposes; and Article 4 of Government Regulation No. 38 of 1963, which
requires a direct connection between land use and social activities.

Keywords: Land Ownership Rights, Social Legal Entity, Legal Boundaries
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